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ABSTRACT
        Diversion is a concept of transfer settlement of children cases from the criminal justice process to the outside of criminal
justice system process as provided in Article 1 Paragraph (7) of Law No. 11 year 2012 on the Juvenile Crime Justice System and
Article 3 of Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia No. 4 year 2014 on Guidelines for the Implementation of the
Juvenile Justice System. The use of diversion concept in the Juvenile Crime Justice System in Indonesia is started since the
enactment of Law No. 11 year 2012. In the Article 7 Paragraph (2) Diversion are conducted in the event that criminal offenses are
threatened under 7 (seven) years, meanwhile Article 3 of Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia No. 4 year 2014
stipulated that a diversion is exercised in the event that a child is accused of a crime of 7 (seven) years or more. Both of the legal
instruments which regulate about diversions are contradict each other, therefore mean that the rules of Supreme Court Regulation of
Republic of Indonesia are contrary to the higher hierarchical laws. This can lead to incompatibility of the rule of law and it makes
confusion on which rule of law should be guided by the law enforcement so that the provisions of the law can be applied and
implemented in the juvenile criminal justice
        The purpose of this study is to understand and explain about the position of the Supreme Court Regulation of Republic of
Indonesia No. 4 year 2014 on the Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Crime Justice System in the legal
system. Then,  to know and explain how the synchronization of the provisions of Supreme Court Regulation of Republic of
Indonesia No. 4 year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Crime Justice System with the Law of
Diversion No. 11 year 2012 on the Juvenile Justice System.
        This research type is normative juridical research which uses legislation approach that is done by researching the legislation
relevant to the problems studied with the data source is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal
materials and tertiary legal materials (supporting). The data obtained from primary law materials, secondary, tertiary and
subsequent data analysis is done with a qualitative approach that is content analysis. In other words this research is looking at the
law of the normative aspects and its content.
        The results showed that the Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia No. 4 year 2014 on Guidelines for
Implementation of Diversion in the Juvenile Crime Justice System is one kind of regulation other than those referred to in Article 1
of Law No. 12 year 2011 which is hierarchically under the Law, and acknowledged its existence and have binding legal force as it
is established in accordance with the authority (Article 8 Paragraphs 1 and 2). It function is as an instrument of technical procedural
law in the settlement of juvenile crime in conflict with the law that is more responsive and progressive against the interests of the
child, without distinction of severity of criminal acts committed by children as well as high and low of criminal threat, because in
Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Crime Justice System regulate that not all criminal acts committed by a child can be resolve
with diversion. Sustantively, the regulation of diversion in Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia No. 4 year 2014 on
Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Crime Justice System are not in line with the regulation of diversion in
Act No. 11 year 2012 on the Juvenile Crime Justice System. It is because the rules of Diversion in the Supreme Court Regulation of
Republic of Indonesia No. 4 year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Crime Justice System are
broader and contrary to the rules of diversion in Act No. 11 year 2012. Thus, the Indonesian Supreme Court Regulation No. 4 year
2014 only applied by the judge when the case of the juvenile crime up to the trial, while other law enforcer as police, prosecutors as
investigators and prosecutor of the juvenile crime case are not bound and do not even guided by the Indonesian Supreme Court
Regulation No. 4 year 2014. However, when seen from the perspective of restorative justice, progressive law and the purpose of the
law, Indonesian Supreme Court Regulation may cover up the vulnerability gap in Law No. 11 year 2012 for being more responsive
and flexible.
        It is suggested for all law enforcement officers to handle of children's cases, especially on the police as investigators and the
Public Prosecution Service as a public prosecutor, to diversify all crimes committed by the child and also obey the Supreme Court
Regulation No. 4 year 2014 as the regulation related to the diversion. Moreover, it is suggested to the legislators to revise the
concept of diversion in order to be in harmonize with other relevant regulations for the interest of juvenile case settlement without
discrimination, with equal treatment, for the benefit and interest of all children facing the law.
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       Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistim peradilan
pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana
Anak dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistim Peradilan Pidana Anak. Penggunaan konsep diversi dalam sistim peradilan pidana anak di Indonesia relatif masih baru yang
dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Diversi dilaksanakan dalam
hal tindak pidana diancam di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 ditentukan diversi dilaksanakan dalam hal anak didakwa melakukan pidana 7 (tujuh) tahun atau
lebih. Kedua instrumen hukum  tersebut di atas yang sama-sama mengatur tentang diversi tidak sinkron bahkan saling bertentangan
artinya aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hierarki
lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakserasian aturan hukum dan aturan hukum mana yang harus
dipedomani oleh penegak hukum sehingga ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam Peradilan pidana
anak.
       Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
dalam sistem peraturan Perundang-Undangan. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sinkronisasi ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistim
Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
       Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan selanjutnya analisis
data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi. Dengan kata lain penelitian ini yaitu melihat hukum dari aspek
normatif dan materi muatannya.
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan. Selain yang
disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat karena dibentuk sesuai dengan kewenangan (Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2). Adapun fungsinya adalah sebagai instrumen
tehnis hukum acara (hukum formil) dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih responsif
terhadap kepentingan anak, tanpa membeda-bedakan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan anak maupun. Karena dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengaturan hukum acara berkaitan dengan
mekanisme penyelesaian perkara pidana anak tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan
diversi. Pengaturan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistim Peradilan pidana Anak dengan ketentuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari segi materi muatannya memang tidak sinergis. Karena aturan Diversi dalam Peraturan
Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 lebih luas dan bertentangan serta menyimpang dengan aturan diversi dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 hanya
diterapkan oleh hakim ketika perkara anak sampai pada tahap persidangan di Pengadilan, sedangkan penegak hukum lainnya Polisi,
Jaksa sebagai penyidik dan penuntut unum perkara anak tidak terikat dan bahkan tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Namun, apabila dilihat dari perspektif keadilan restoratif, hukum progresif dan tujuan
hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat menutupi celah kelemahan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012. 
       Disarankan pada semua aparat penegak hukum agar dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum,
khususnya pada pihak kepolisian sebagai penyidik dan, Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melakukan diversi terhadap semua
perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan seyogyanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
dapat dipedomani juga oleh Penegak hukum selain dari hakim di Pengadilan. Disarankan kepada pembentuk Undang-Undang untuk
merevisi kembali mengenai konsep diversi agar dapat sinkron dengan peraturan terkait lainnya untuk kepentingan penanganan
perkara anak tanpa diskriminasi, perlakuan yang sama, demi kemaslahatan dan kepentingan semua anak yang berhadapan dengan
hukum.
Kata kunci : Diversi, Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung
